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Abstrak 

 
Upaya UNAIDS di Indonesia adalah untuk pencegahan HIV/AIDS, 
memberikan perawatan, pengobatan, dan dukungan bagi individu yang 
terinfeksi HIV, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang 
dengan HIV/AIDS (ODHA). Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menyajikan mengenai perkembangan kasus HIV/AIDS 
serta hambatan UNAIDS dalam menangani masalah HIV/AIDS di 
Indonesia. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe 
penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian 
ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan pendekatan 
liberalisme institusionalis, konsep organisasi internasional dan konsep 
hambatan organisasi internasional. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 
hambatan UNAIDS dalam menangani HIV/AIDS di Indonesia yaitu adanya 
ketimpangan pendanaan dalam menjalankan program, adanya kesenjangan 
hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia serta adanya akses layanan 
kesehatan yang sulit bagi wilayah-wilayah terpencil Indonesia yang 
mengakibatkan terhambatnya penanganan yang efektif dalam menghadapi 
epidami HIV/AIDS. 

Kata Kunci: Hambatan UNAIDS, HIV/AIDS, Indonesia 
 

Abstract 

 
The efforts of UNAIDS in Indonesia focus on preventing HIV/AIDS, providing 
care, treatment, and support for individuals infected with HIV, and reducing 
stigma and discrimination against people living with HIV/AIDS (PLWHA).  The
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general objective of this research is to understand and present the 
developments in HIV/AIDS cases and the challenges faced by UNAIDS in 
addressing the issue in Indonesia. The researcher employs a qualitative 
research method with a descriptive- analytical type of study. Data collection 
for this research is conducted through a literature review. The researcher 
utilizes an institutional liberalism approach, along with concepts of 
international organizations and barriers faced by international organizations. 
The findings of the study reveal several obstacles faced by UNAIDS in 
managing HIV/AIDS in Indonesia, including disparities in funding for program 
implementation, gaps in legal and policy frameworks within Indonesia, and 
limited access to healthcare services in remote regions, which impede effective 
management of the HIV/AIDS epidemic. 

Keyword: The challenges faced by UNAIDS, HIV/AIDS, Indonesia 

 
PENDAHULUAN 

 
Tidak terelakkan bahwa kita dihadapkan pada beragam 

tantangan global yang mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, 

sosial, lingkungan hidup, dan kesehatan. Di tengah sorotan isu-isu 

global tersebut, masalah kesehatan seringkali menjadi fokus utama 

dalam diskusi di forum-forum internasional. Salah satu contoh yang 

menonjol adalah masalah penyebaran virus HIV/AIDS yang 

merajalela di seluruh penjuru dunia. Hal ini menandai kompleksitas 

permasalahan kesehatan global yang memerlukan tanggapan 

kolaboratif dari berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi, 

maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam menghadapi 

tantangan ini, upaya-upaya pencegahan, pengobatan, dan edukasi 

menjadi sangat penting untuk menangani dampak yang 

ditimbulkan oleh penyakit tersebut, serta untuk mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan 

manusia secara menyeluruh. 

Pada tahun 1980-an, Organisasi Kesehatan Dunia atau World 

Health Organization (WHO) telah menetapkan HIV sebagai epidemi 

global. Sebagai respons terhadap dampak luas HIV dan AIDS, pada 

tahun 1988 WHO menetapkan tanggal 1 Desember sebagai Hari AIDS 

Sedunia. Tujuan dari penetapan hari tersebut adalah untuk 

meningkatkan kesadaran global tentang HIV dan AIDS, serta 

memberikan dukungan kepada mereka yang hidup dengan penyakit 

ini di seluruh dunia. Dengan adanya Hari AIDS Sedunia, diharapkan 



 

masyarakat semakin sadar akan pentingnya pencegahan, perawatan, 

dan dukungan bagi penderita HIV dan AIDS.1 

HIV merupakan sebuah virus yang mengakibatkan penyakit 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), virus ini telah menjadi 

salah satu masalah kesehatan dan pembangunan paling terdampak 

di tingkat global. Saat ini, diperkirakan sekitar 39 juta lebih individu 

di seluruh dunia hidup dengan HIV, dan jumlah tersebut terus 

menerus bertambah. Bahkan, puluhan juta orang telah kehilangan 

nyawa mereka akibat penyakit terkait AIDS sejak dimulainya epidemi 

ini.2 

Pada kasus HIV, diskriminasi pada orang yang hidup dengan 

virus tersebut tidak dapat dielakkan pada berbagai lapisan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan stigma yang mengaitkan HIV dengan 

perilaku yang dianggap menyimpang, seperti seks bebas dan 

penggunaan narkoba suntik. Stigma ini juga memperburuk 

pandangan terhadap kelompok LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender, dan Queer), yang sering dianggap lebih rentan terhadap 

infeksi HIV. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kesulitan 

dalam mengakses obat antiretroviral (ARV) yang tidak tersebar merata 

di seluruh wilayah Indonesia. Kurangnya upaya untuk mendorong 

masyarakat melakukan Voluntary Counseling and Testing (VCT) juga 

menjadi kendala besar. Semua faktor ini berkontribusi pada semakin 

kompleksnya masalah HIV di Indonesia, menjadikannya isu 

kesehatan yang mendesak dan perlu perhatian serius dari semua 

pihak.3 

Menurut perkiraan dari United Nations Programme on HIV/AIDS 

(UNAIDS) pada tahun 2021, Indonesia menyumbang jumlah 

terbanyak orang yang hidup dengan HIV di Asia Tenggara dengan 

jumlah pengidap HIV mencapai 540.000 orang, mengungguli negara-

                                                             
1 Robin A. Weiss. How Does HIV Cause AIDS?, Sciences Journal Vol. 260 No. 5112 Tahun 1993. 
2 ‘The Global HIV/AIDS Epidemic’, KFF, 2023 https://www.kff.org/global-health-policy/fact-sheet/the-global-

hiv- aids-epidemic/2 
3 Yohanes Mega Hendarto, ‘Memetakan Permasalahan HIV dan AIDS di Indonesia’, 

https://www.kompas.id/baca/riset/2021/07/26/memetakan-permasalahan-hiv-dan-aids-diindonesia 



 

negara seperti Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Data dari 

Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, 

sekitar 543.100 orang diperkirakan hidup dengan HIV di Indonesia. 

Tragisnya, dari jumlah itu, sekitar 30.100 orang diperkirakan 

meninggal akibat penyakit tersebut, namun hanya 10.000 kasus yang 

dilaporkan secara resmi. Hal ini menyoroti kebutuhan akan upaya 

yang lebih besar dalam mendeteksi, mencegah, dan mengelola 

HIV/AIDS di Indonesia. UNAIDS menjelaskan dalam siaran persnya 

bahwa meskipun jumlah kasus HIV baru di Indonesia mengalami 

penurunan sebesar 3,6% pada tahun 2021, namun Indonesia tetap 

menjadi satu diantara negara dengan jumlah kasus HIV baru tertinggi 

di kawasan Asia dan Pasifik.4 

Gambar 1.1 Data Estimasi Jumlah Orang dengan HIV di 

negara Asia Tenggara pada tahun 2021 

 

 
Sumber : UNAIDS, dibuatkan grafik oleh Databoks, 2022. 

 
Gambar diatas adalah data perkiraan jumlah orang dengan HIV 

di Negara Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai pemimpin negara 

yang paling banyak tercatat kasus HIV tahun 2021. Data ini 

diumumkan oleh UNAIDS pada siaran persnya pada tahun 2022. Dan 

                                                             
4 Young On Top. ‘Kasus HIV/AIDS Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara, Kenali Gejalanya!’, Desember 2, 2022, 

https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/kasus-hiv-dan-aids-di-indonesia-menurun-pada-2021 



 

untuk data terbaru pada tahun 2022 Indonesia menjadi negara kedua 

setelah Thailand dengan angka HIV/AIDS tertinggi. 

Gambar 1.2 Data Estimasi Jumlah Orang dengan HIV di 

negara Asia Tenggara pada tahun 2022 

 

 

 
Sumber : UNAIDS, dibuatkan grafik oleh peneliti, Mei 2024. 

 
Jumlah penderita HIV yang terdata tersebut hanya mencakup 

sebagian kecil dari kasus yang sesungguhnya terjadi. Artinya, ada 

kemungkinan besar bahwa jumlah sebenarnya dari orang yang 

terinfeksi HIV jauh lebih tinggi dari yang tercatat dalam data yang 

dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang 

mungkin belum terdiagnosis atau belum melaporkan kondisi mereka 

kepada pihak yang berwenang pada setiap negara. 

Dibawah ini merupakan data dari SIHA (Sistem Informasi HIV-

AIDS) Kementrian Kesehatan dan dibuatkan grafik kembali oleh 

peneliti pada kasus terbaru HIV/AIDS di Indonesia setiap tahunnya 

pada tahun 2009 sampai dengan Maret 2023. 
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Gambar 1.3 Data jumlah kasus HIV dan AIDS positif di 

Indonesia tahun 2009 sampai Januari-Maret 

2023 

 

 
Sumber Data : SIHA Laporan KT 2009 sampai Maret 
2023 

 
Jika dilihat pada data yang di rilis oleh SIHA tersebut, 

menunjukkan bahwa pada tahun 2022 merupakan jumlah tertinggi 

pada kasus terbaru pasien HIV di Indonesia. Dari data tersebut 

memperlihatkan bahwa sepanjang 2022 terdapat keseluruhan kasus 

HIV dan AIDS sebanyak 59,474, dengan kasus HIV sebanyak 52,955 

dan AIDS sebanyak 6,519. 

Adapun menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), di 

Indonesia kasus HIV dan AIDS lebih banyak terjadi pada laki-laki 

dibandingkan perempuan. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus 

HIV pada laki-laki mencapai 31.218 kasus, yang berarti sekitar 

58,95% dari total kasus HIV di dalam negeri. Sementara itu, jumlah 

kasus HIV yang terjadi pada perempuan tercatat sebanyak 21.737 

kasus dan terdapat 0 kasus pada gender yang belum diketahui. Hal 

ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam 

jumlah kasus HIV antara laki-laki dan perempuan di tanah air. 
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jumlah kasus AIDS di Indonesia pada laki-laki tercatat sebanyak 

7.375 kasus, yang berarti mencapai 74,48% dari total kasus AIDS di 

negara tersebut. Sementara  itu, kasus AIDS pada perempuan 

mencapai 2.521 kasus, dan terdapat 5 kasus dengan gender yang 

tidak diketahui. Menurut laporan dari BNN, penyebaran HIV/AIDS di 

Indonesia pada tahun tersebut sebagian besar dikarenakan oleh 

hubungan homoseksual, dengan menyumbang sebanyak 17.983 

kasus. Faktor terbesar lainnya adalah dengan melalui hubungan 

heteroseksual, yang mencakup 12.072 kasus. Dengan kata lain, 

penyebaran HIV dan AIDS di Indonesia tahun 2022 lebih banyak 

terjadi pada laki-laki dan melalui hubungan sesama jenis. Meskipun 

hubungan heteroseksual juga merupakan salah satu jalur penularan 

yang signifikan, jumlah kasus yang dihasilkan dari hubungan 

homoseksual jauh lebih tinggi. Angka-angka ini menunjukkan 

pentingnya pemahaman yang lebih mendalam dan pendekatan 

pencegahan yang lebih efektif terhadap berbagai jalur penularan 

HIV dan AIDS di masyarakat Indonesia.5 

Pandemi HIV/AIDS memiliki dampak yang luas, baik secara 

sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Pada dampak sosial bisa kita 

lihat bahwa stigma dan diskriminasi terhadap individu yang hidup 

dengan HIV/AIDS sering kali membuat mereka mengalami isolasi 

sosial, penolakan, dan kehilangan dukungan dari masyarakat dan 

keluarga. Adapun dampak ekonomi adalah dengan biaya perawatan 

dan pengobatan HIV/AIDS yang sangat tinggi, terutama di negara-

negara di mana akses layanan kesehatan berkualitas terbatas. Selain 

itu, banyak individu yang hidup dengan HIV/AIDS mengalami 

kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan atau mencari pekerjaan 

baru karena stigma dan diskriminasi. Serta yang pasti HIV/AIDS 

memiliki dampak kesehatan yang serius, termasuk penurunan sistem 

kekebalan tubuh yang meningkatkan risiko terhadap infeksi dan 

                                                             
5 Annur, CM, ‘Laki-laki Mendominasi Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Indonesia pada tahun 2022’. Katadata. 2023. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/03/laki-laki-mendominasi-jumlah-kasus-hiv-dan-aids-

di- indonesia-pada-2022 



 

komplikasi kesehatan lainnya. Individu yang hidup dengan 

HIV/AIDS juga menghadapi tantangan dalam mengelola kualitas 

hidup yang menurun, pengobatan yang kompleks dengan efek 

samping yang mungkin terjadi, serta risiko lebih tinggi terhadap 

penyakit menular seksual dan masalah kesehatan mental. Untuk 

mengatasi dampak ini, perlu adanya upaya pencegahan, pengobatan, 

dan dukungan psikososial untuk individu yang terinfeksi, serta upaya 

bersama dalam menjauhkan stigma serta diskriminasi terhadap 

mereka yang hidup dengan HIV. 

Dengan dampak yang meresap ke dalam berbagai aspek 

kehidupan, HIV/AIDS tidak hanya menjadi tantangan medis, tetapi 

juga menjadi permasalahan sosial dan ekonomi yang memerlukan 

perhatian global yang mendalam. Dengan menyadari betapa 

pentingnya kesadaran, pencegahan, dan akses yang setara terhadap 

perawatan, organisasi internasional telah bergabung dalam upaya 

kolaboratif untuk mengatasi pandemi ini dan memberikan harapan 

bagi jutaan orang yang terpengaruh. 

Beberapa Organisasi Internasional saat ini tengah memusatkan 

perhatian dan upaya mereka untuk mengatasi permasalahan 

kesehatan khususnya pada pandemi virus HIV/AIDS yang terus 

meningkat di tiap negara khususnya Indonesia. Penanganan masalah 

ini tidak hanya membutuhkan komitmen yang kuat, tetapi juga 

sumber daya dan tindakan terkoordinasi dari berbagai pihak. Dengan 

meningkatnya kesadaran akan dampak yang ditimbulkan oleh 

HIV/AIDS, upaya bersama dari organisasi internasional telah menjadi 

semakin penting dalam mendukung negara-negara seperti Indonesia 

dalam memerangi penyebaran penyakit ini dan memberikan akses 

yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. 

UNAIDS   (Joint   United   Nations   Programme   on   HIV/AIDS)   

merupakan program inisiatif yang didirikan oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak didirikan pada tahun 1994, dan secara 

resmi melaksanakan tugasnya pada 1 Januari 1996. UNAIDS telah 



 

menjadi tulang punggung bagi upaya global dalam memerangi HIV 

dan AIDS. Melalui dukungan dari 11 Badan PBB lainnya, termasuk 

UNICEF, UNHCR, WFP, UNFPA, UNDP, UNODC, UN Women, ILO, 

UNESCO, WHO, dan World Bank, UNAIDS memimpin perjalanan 

menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 

pada tahun 2030, dengan fokus khusus pada kesehatan dan 

penanggulangan HIV dan AIDS. Dengan jaringan kantor yang lebih 

dari 70 negara di seluruh dunia, dan diantaranya kantor di Jakarta, 

Indonesia, UNAIDS menjalankan peran penting dalam menyediakan 

dukungan langsung kepada negara-negara mitra. Di Indonesia, 

UNAIDS telah menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia dan berbagai organisasi masyarakat 

sipil yang bergerak di bidang isu HIV.6 

UNAIDS adalah IGO (InterGovermental Organization) sebagai 

program gabungan, mengintegrasikan beragam keahlian termasuk 

sistem PBB, Negara Anggota, dan masyarakat sipil, untuk secara 

kolektif mencapai visi bersama yaitu mengakhiri epidemi AIDS. 

Mereka juga berkomitmen untuk mencapai target Three Zeroes (Zero 

New HIV Infection, Zero AIDS Related Death, Zero Discrimination), yang 

maksudnya adalah mengurangi infeksi baru HIV hingga mencapai 

angka nol, menurunkan angka kematian terkait AIDS hingga 

mencapai nol, serta menghilangkan diskriminasi terhadap penderita 

HIV-AIDS hingga tidak ada lagi apapun bentuk diskriminasi. UNAIDS 

memiliki keunikan yang memungkinkan untuk mendorong 

perubahan signifikan dan menciptakan inovasi dengan 

menggunakan pendekatan multisektoral. Pendekatan ini 

melibatkan berbagai sektor dan disiplin ilmu untuk bekerja sama. 

Dengan demikian, UNAIDS mampu mengatasi berbagai hambatan 

lintas sektor yang mungkin muncul dalam pelaksanaan strategi ini. 

Upaya kolaboratif ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap 

aspek dari strategi tersebut dapat diterapkan secara efektif, sehingga 

                                                             
6 UNAIDS. About UNAIDS. https://www.unaids.org/en 



 

tujuan besar mengakhiri AIDS dapat tercapai.7 

UNAIDS berusaha mempromosikan pencegahan, pengobatan, 

dan perawatan HIV yang efektif dan berkelanjutan, dan juga 

mengadvokasi hak asasi manusia, dan penghapusan stigma dan 

diskriminasi terhadap orang- orang yang hidup dengan HIV atau 

disebut juga dengan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS). Dengan 

menggalang dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan 

individu, UNAIDS terus berupaya untuk menciptakan dunia di mana 

setiap orang memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan 

yang berkualitas dan hidup bebas dari ancaman HIV dan AIDS. 

Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang 

mengutamakan pengumpulan dan analisis data berupa teks dan 

gambar, dengan langkah- langkah analisis yang beragam. Ketika 

menulis bagian metode untuk proposal atau penelitian kualitatif, 

penting untuk memberikan alasan yang jelas mengapa metode ini 

dipilih. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena ingin secara 

teliti mengamati dan memahami terkait dengan bagaimana hambatan 

UNAIDS dalam upaya penanggulangan penyebaran HIV/AIDS di 

Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk 

mengumpulkan data yang berfokus pada pemahaman mendalam 

tentang konteks dan dinamika yang terlibat. Metode ini mencari 

jawaban dari semua kata tanya apapun yang ada dalam fenomena 

yang diamati. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan 

representasi yang lebih lengkap dan mendalam tentang isu yang 

sedang berlangsung. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk secara 

mendalam menjelaskan, menelaah, menganalisis, dan 

menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi. Pendekatan 

deskriptif analisis memungkinkan peneliti untuk memperoleh 

informasi rinci tentang keadaan saat ini, memungkinkan pemahaman  

yang lebih baik tentang fenomena yang sedang diamati. Selain itu, 

                                                             
7 UNAIDS. End Equalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021-2026, (Geneva: 2021) 22. 



 

metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan 

menafsirkan hubungan antara berbagai variabel yang ada, 

memungkinkan untuk pengungkapan pola- pola yang mungkin 

tersembunyi di antara data. Dengan metode ini, penelitian memiliki 

kemampuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan 

mendalam tentang konteks yang sedang diteliti, serta memberikan 

wawasan yang berharga untuk pengembangan pengetahuan lebih 

lanjut. 

PEMBAHASAN 

 
Jumlah orang yang terjangkit HIV di Indonesia terus meningkat 

dari tahun ke tahun, dan menurut perkiraan Kementerian Kesehatan, 

jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS telah mencapai lebih dari 

500 ribu pada tahun 2023. Penyakit ini telah menjadi perhatian 

serius di kalangan pemerintah dan masyarakat karena dampaknya 

yang signifikan terhadap kesehatan publik. Menurut perkiraan dari 

UNAIDS pada tahun 2021, jumlah orang yang hidup dengan HIV di 

Indonesia mencapai 540.000 orang, membuatnya negara dengan 

jumlah terbanyak di Asia Tenggara, melebihi Vietnam, Myanmar, dan 

Thailand. Meskipun kasus baru HIV di Indonesia mengalami 

penurunan 3,6% tahun itu, negara ini tetap menjadi yang tertinggi di 

kawasan Asia dan Pasifik. Dan data terbaru pada tahun 2022 

menunjukkan bahwa Indonesia kini berada di posisi kedua setelah 

Thailand dalam hal jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi di Asia 

Tenggara, dan dapat disimpulkan bahwa Indoensia masih menjadi 

salah satu negara dengan HIV tertinggi di Asia Tenggara. 

Hambatan United Nations Programme On HIV/AIDS (Unaids) Dalam 

Menangani HIV/AIDS Di Indonesia Tahun 2022-2023 

1) Keterbatasan Sumber Daya 
Sumber daya dalam konteks sebuah organisasi meliputi segala 

jenis aset yang dimiliki untuk mendukung pencapaian tujuan 

mereka. Ini termasuk sumber daya manusia ataupun sumber daya 

finansial. Salah satu  kendala utama yang dihadapi UNAIDS dalam 



 

upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah kekurangan 

sumber daya finansial. Kendala ini menghambat kemampuan 

UNAIDS untuk mencapai target-targetnya dalam menurunkan angka 

penularan HIV/AIDS. Lebih dari itu, kekurangan dana juga 

berdampak pada ketidakadilan sistem kesehatan bagi masyarakat 

yang kurang mampu dan memiliki pendapatan rendah, karena 

mereka tidak mendapatkan akses yang setara terhadap layanan 

kesehatan yang diperlukan. Dengan kata lain, tantangan sumber 

daya finansial ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan organisasi 

dalam menangani penyakit, tetapi juga menyoroti ketidakadilan 

dalam pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. 

a) Adanya Ketimpangan Pendanaan Program Pencagahan 
HIV/AIDS 

 
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh UNAIDS dalam mengatasi 

masalah HIV/AIDS adalah adanya ketimpangan dalam pendanaan 

program pencegahan HIV/AIDS. Hal ini mencerminkan perbedaan 

alokasi dana yang tidak merata antara berbagai program yang 

bertujuan untuk menangani penyebaran HIV/AIDS di masyarakat. 

Hal ini diungkapkan pada keterangan resmi dalam acara World 

AIDS Day 2023 di Indonesia oleh Direktur UNAIDS Indonesia, 

Krittayawan Tina Boonto pada Rabu 29 November 2023. 

Dalam konteks penanganan HIV/AIDS di Indonesia, dana memiliki 

peran yang sangat penting dalam mencapai target UNAIDS dalam 

upaya menangani penyakit. Menurut laporan dari UNAIDS, pada 

tahun 2022, jumlah  dana yang tersedia untuk program HIV di 

negara-negara berpendapatan rendah dan menengah adalah 

sebesar US$ 20,8 miliar (nilai konstan US$ 2019) dan angka 

tersebut menunjukkan penurunan sebesar 2,6% dibandingkan 

tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan tantangan 

besar dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak untuk 

memerangi HIV/AIDS di seluruh dunia, khususnya di negara-

negara dengan sumber daya terbatas salah satunya yaitu 

Indonesia. 



 

Penurunan sumber daya yang tersedia untuk penanggulangan HIV 

pada tahun 2022 disebabkan oleh berkurangnya dukungan 

keuangan baik dari lembaga internasional maupun pemerintah 

domestik. Total dana bantuan internasional untuk HIV mencapai 

US$ 8,3 miliar pada tahun tersebut, mengalami penurunan 

sebesar 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, 

dukungan keuangan dari pemerintah dalam negeri juga mengalami 

penurunan yang signifikan. Bantuan internasional untuk 

penanggulangan HIV mengalir dari berbagai sumber, dengan porsi 

terbesar berasal dari pendanaan bilateral antara UNAIDS dengan 

Pemerintah Amerika Serikat mencakup 58% dari total. 

Selanjutnya, dana dari Dana Global untuk Memerangi AIDS, 

Tuberkulosis, dan Malaria berkontribusi sekitar 29%. Sementara 

itu, donasi dari donor internasional lainnya mencakup sisanya, 

yakni sekitar 13% tetapi terdapat penurunan pendanaan yaitu 

pada tahun 2010 donasi internasional untuk inisiatif ini mencapai 

sekitar US$ 3 miliar, namun pada tahun 2022 angka tersebut 

menurun tajam menjadi hanya US$ 1,2 miliar, menunjukkan 

penurunan sebesar 61%. Pada tahun 2022, jumlah dana yang 

tersedia untuk program pencegahan HIV diperkirakan hanya 

mencapai 10% atau terdapat kesenjangan sebesar 90% dari total 

yang dibutuhkan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya 

ketimpangan besar antara pendanaan yang tersedia saat ini dan 

kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program tersebut dalam 

lima tahun ke depan. 

Ketimpangan pendanaan UNAIDS dalam mengimplementasikan 

program- program untuk mengatasi HIV/AIDS telah menyebabkan 

intervensi medis dan layanan sosial tidak dapat dijangkau oleh 

individu-individu dan komunitas-komunitas yang membutuhkan 

dengan mendesak. Hal ini mengakibatkan akses terhadap 

bantuan biomedis serta pelayanan sosial yang sangat dibutuhkan 

menjadi terbatas, serta menghambat upaya-upaya pencegahan 

dan pengobatan yang efektif dalam menghadapi pandemi 



 

HIV/AIDS. 

2) Kebijakan Hukum Indonesia 

Secara praktis, hukum diharapkan mampu memainkan peran yang 

penting dalam mengontrol perilaku masyarakat serta menjadi alat 

untuk mengarahkan dan mengelola kehidupan sosial (social control). 

Hukum juga berperan sebagai alat untuk merekayasa kehidupan 

sosial atau (law as a tool for social engineering). Hukum sebagai 

instrumen pengawasan sosial diharapkan mampu memberikan 

perlindungan yang adil bagi individu yang menderita HIV/AIDS, 

dengan prinsip- prinsip seperti non diskriminasi, toleransi, serta 

empati sebagai landasan utamanya. Namun, hal ini terdapat 

ketimpangan antara harapan untuk memberikan perlindungan yang 

sesuai (das sollen) dan kenyataan di lapangan (das sein) dalam hal 

hak-hak penderita HIV/AIDS. Padahal salah satu faktor terbesar yang 

menghambat penanganan HIV/AIDS adalah faktor stigma dan 

diskriminasi. Faktor ini tidak hanya mempersulit upaya-upaya dalam 

mengatasi masalah ini, tetapi juga dapat menghambat upaya  

penyuluhan,  pengobatan, dan dukungan yang diperlukan bagi 

individu yang terkena dampaknya. 

Tujuan utama UNAIDS tidak hanya untuk mengurangi angka 

penularan HIV/AIDS saja, tetapi juga untuk menghapuskan stigma 

dan diskriminasi terhadap individu yang hidup dengan HIV/AIDS. Di 

Indonesia,  kebijakan hukum yang tidak mendukung dan tidak 

berpihak kepada orang-orang dengan HIV/AIDS menjadi hambatan 

besar bagi pencapaian misi UNAIDS. Keberhasilan UNAIDS dalam 

mengatasi HIV/AIDS sangat tergantung pada kerjasama negara- 

negara anggota dalam menciptakan lingkungan yang mendukung 

bagi ODHA, termasuk dalam ketetapan hukum terhadap ODHA 

dalam upaya penghapusan stigma dan diskriminasi. 

a) Kesenjangan Hukum dan Kebijakan 
 

Stigma sosial dan diskriminasi terhadap HIV/AIDS sering kali 

membuat orang-orang yang hidup dengan kondisi ini merasa 



 

terisolasi, tidak nyaman mencari perawatan medis, dan terkadang 

menghindari pengungkapan status HIV mereka karena takut 

dicap, dijauhi, atau bahkan dikecam oleh masyarakat sekitar. 

Kelemahan dalam implementasi perlindungan yang efektif bagi 

mereka dapat berdampak besar terhadap peningkatan kasus 

HIV/AIDS di Indonesia. 

Perkembangan HIV/AIDS sangat cepat dan penularannya mudah 

terutama melalui pasangan dan dari ibu kepada bayi, yang sangat 

disayangkan karena dapat mengancam kehidupan mereka sejak 

dini. Infeksi HIV merupakan masalah kesehatan serius yang dapat 

berdampak fatal terutama pada ibu dan anak. Selain itu, dalam 

pelayanan kesehatan reproduksi, fokus utama adalah pada 

kesehatan ibu dan masalah infertilitas yang menjadi perhatian 

penting, terutama bagi wanita. Kesehatan reproduksi tidak hanya 

merujuk pada kebebasan dari penyakit atau kecacatan yang 

terkait dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki 

dan perempuan, tetapi juga mencakup kondisi fisik, mental, dan 

kesejahteraan sosial. 

Kesehatan Reproduksi dijelaskan dalam Pasal 71 UU No. 36/2009 

Tentang Kesehatan, “kesehatan reproduksi merupakan keadaan 

sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-

mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan 

sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan 

perempuan”. Prosentase terbesar dari individu yang terinfeksi HIV 

adalah orang dewasa di usia kerja, di mana hampir setengahnya 

adalah wanita. Perempuan belakangan ini semakin rentan 

terhadap HIV dibandingkan dengan pria. Penyebaran HIV telah 

meluas ke semua sektor ekonomi dan aspek kehidupan sosial, 

mengancam pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang. 

Hal ini menimbulkan sikap diskriminatif yang dianggap melanggar 

hak asasi manusia di Indonesia dan memerlukan penegakan 

hukum yang tegas. 



 

Pasal 49 ayat (3) UU No. 39/1999 tentang HAM menegaskan bahwa 

hak reproduksi wanita harus dijamin dan dilindungi oleh hukum. 

Ini berarti pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur hak 

dasar setiap pasangan suami istri untuk secara bebas dan 

bertanggung jawab menentukan kapan, berapa banyak, dan 

dengan interval waktu berapa mereka ingin memiliki anak, 

terutama bagi wanita dengan riwayat HIV/AIDS. Kekhawatiran 

tambahan bisa berasal dari tekanan verbal yang datang dari 

anggota keluarga yang sering berinteraksi dengan pasangan yang 

hidup dengan HIV/AIDS.  

Selain keluarga, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh 

signifikan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

HIV/AIDS bisa menyebabkan pengucilan dan stigma negatif 

terhadap individu yang terkena dampaknya. Hak-hak reproduksi 

bagi individu yang hidup dengan HIV/AIDS menjadi kompleks 

karena stigma dan ketakutan akan penularan penyakit ini 

menghantui mereka, terutama dalam konteks ingin memiliki 

keturunan. Meskipun ada penelitian yang menunjukkan 

kemungkinan tertular kecil dengan pengobatan yang tepat atau 

treatment tertentu, tetapi hal ini belum cukup untuk 

menghilangkan kekhawatiran dan tekanan dari keluarga serta 

masyarakat yang belum memahami kondisi HIV/AIDS dan sering 

kali memberikan stigma negatif yang mengakibatkan diskriminasi. 

Setiap individu berharap bisa memiliki keturunan yang sehat 

secara fisik, mental, dan sosial, dan menjadi orang tua yang 

bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Namun, hak 

setiap orang untuk mendapatkan kesehatan reproduksi yang baik 

tidak boleh dibatasi. Meskipun demikian, berbanding terbalik 

dengan Fatwa MUI No. 18 Tahun 1996 yang melarang penderita 

HIV/AIDS untuk menikah dengan alasan bahwa pernikahan dapat 

memperluas penyebaran penyakit ini. Menurut Fatwa tersebut, 

kepentingan untuk mencegah kerusakan lebih diutamakan 

daripada memenuhi keinginan individu untuk membentuk 



 

keluarga dan memiliki keturunan. 

Dalam Pasal 1 DUHAM, disebutkan bahwa setiap individu, tanpa 

memandang jenis kelaminnya, memiliki hak yang sama dan 

martabat yang setara. Setiap laki-laki dan perempuan yang telah 

mencapai usia dewasa berhak untuk menikah dan membentuk 

keluarga. Dengan demikian, Penderita HIV/AIDS juga memiliki 

hak yang sama untuk menikah dan memiliki anak, sesuai dengan 

hak asasi yang melekat pada dirinya sejak lahir. Berdasarkan Pasal 

28B Dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, setiap individu berhak 

untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui 

perkawinan yang sah. Ini menegaskan bahwa setiap orang 

memiliki hak untuk menikah dan memiliki keturunan yang sah. 

Oleh karena  itu, ketika diterapkan pada individu yang menderita 

HIV/AIDS, mereka juga termasuk dalam golongan yang berhak 

memperoleh hak yang sama meskipun mereka merupakan 

golongan minoritas. 

Pada Pasal 10 Ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM Setiap individu 

memiliki hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan garis 

keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah. Dalam ayat (2) 

pada pasal tersebut, dijelaskan bahwa perkawinan yang sah hanya 

dapat terjadi jika calon suami dan calon istri sepenuhnya setuju 

secara sukarela sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini berarti 

bahwa pasangan yang memiliki HIV/AIDS dan memutuskan untuk 

menikah dengan pasangan yang mengetahui kondisinya, serta 

bersedia meneriminya sebagai pasangan hidup, merupakan hak 

yang harus dihormati. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya 

menghargai keputusan mereka untuk menikah dengan syarat 

bahwa mereka telah saling mengungkapkan kondisi tersebut dan 

menerima satu sama lain sebagai suami atau istri. Pada pasal 49 

ayat (3) UU No. 39/1999 tentang HAM menjamin hak reproduksi 

bagi wanita, termasuk mereka yang hidup dengan HIV/AIDS, yang 

seharusnya juga dilindungi dan dijamin hak-haknya menurut 

hukum. 



 

Ketidakpastian dalam peraturan hukum mengenai pernikahan 

dengan penderita HIV/AIDS mencerminkan adanya kebingungan 

terkait apakah seseorang diizinkan atau tidak untuk menikahi 

orang yang menderita HIV/AIDS. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat overlaping atau tumpang tindih dalam pandangan tentang 

masalah ini di dalam hukum yang ada saat ini. Dan tidak adanya 

panduan khusus yang mengatur pernikahan bagi penderita 

HIV/AIDS merupakan persoalan serius bagi mereka yang hidup 

denga HIV. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian, 

tetapi juga menambah rasa takut mereka dalam menjalani 

kehidupan. Keadaan ini dapat menimbulkan hambatan psikologis 

yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan emosional 

mereka secara keseluruhan. 

b) Hak Kerahasiaan Pasien 

Seperti halnya individu lainnya, orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 

dapat terlibat dalam berbagai proses hukum. Status mereka yang 

terkait dengan HIV/AIDS dapat mempengaruhi partisipasi mereka 

dalam proses peradilan, baik sebagai saksi, korban, terdakwa, atau 

pihak yang terlibat dalam berbagai perkara hukum. Seperti halnya 

warga negara lainnya, orang dengan HIV/AIDS juga berhak untuk 

memperoleh akses ke sistem peradilan yang adil serta 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Resolusi Nomor 

34/169 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Standar Etika 

bagi Penegak Hukum menegaskan bahwa penegak hukum harus 

menghormati martabat manusia serta melindungi hak asasi 

manusia dengan sungguh- sungguh. 

Pasal 322 ayat (1) KUHP barang siapa dengan sengaja membuka 

rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau 

pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam 

dengan pidana atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 

Pada Pasal 1365 KUHPer tiap perbuatan yang melanggar hukum 

dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang 

yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 



 

mengganti kerugian tersebut. Secara umum diakui bahwa 

informasi dalam rekam medis harus dijaga kerahasiaannya, 

meskipun ada situasi di mana aturan ini dapat dilanggar. 

Pertanyaannya adalah kepada siapa informasi tersebut harus 

dirahasiakan dan bagaimana cara menjaga kerahasiaannya. Hal 

ini penting karena informasi medis mengungkapkan detail 

penting mengenai hubungan spesifik antara pasien dan pihak 

terkait. 

Menurut Permenkes Nomor 749a, Bab III Pasal 11 rekam medis 

merupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiaannya, namun 

berdasarkan Pasal 12 dari peraturan yang sama, ada ketentuan 

yang memperbolehkan pembukaan rahasia rekam medis dalam 

konteks tertentu, seperti untuk kepentingan peradilan. Ini sesuai 

dengan Pasal 322 dari KUHPer yang memungkinkan pembukaan 

rahasia untuk pelaksanaan perintah jabatan yang diberikan oleh 

penguasa yang berwenang, seperti yang diatur dalam Pasal 51 

KUHP Ayat 1. 

Hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak penderita 

HIV/AIDS belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosial 

seperti toleransi, empati, dan non diskriminasi. HIV/AIDS telah 

menyebar luas secara global dan mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, termasuk individu dari semua lapisan 

seperti pria, wanita, orang dewasa, dan bahkan anak- anak. 

Ancaman ini dianggap salah satu yang paling serius saat ini bagi 

umat manusia. Perlindungan hak-hak penderita HIV/AIDS dalam 

hukum seringkali tidak merata. Ini berdampak pada hak mereka 

untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, termasuk 

hak untuk privasi terkait dengan kondisi kesehatan mereka. 

Prinsip kerahasiaan dalam konteks medis mengacu pada situasi 

di mana dokter mengetahui informasi sensitif tentang pasien 

mereka selama diagnosis atau perawatan penyakit. Informasi 

tentang status kesehatan seseorang, seperti orientasi seksual, 

agama, atau kondisi medis, dianggap sangat pribadi. Oleh karena 



 

itu, diharapkan dokter atau tenaga kesehatan tidak 

mengungkapkan informasi ini tanpa izin dari pasien. 

Asas kerahasiaan sangat penting karena orang yang hidup dengan 

HIV/AIDS sering kali menghadapi isolasi sosial dan diskriminasi di 

tempat kerja atau lingkungan mereka. Ketika status HIV positif 

seseorang terungkap, hal ini dapat merusak identitas pribadi dan 

rasa keamanannya yang mendasar. Oleh karena itu, asas 

kerahasiaan tidak boleh diabaikan. 

Namun dengan yang sudah dijlaskan diatas, di Indonesia sampai 

saat ini masih sering terjadi masalah terkait dengan kebocoran 

informasi pribadi pasien yang dilakukan oleh pihak rumah sakit 

atau bahkan oleh tenaga kesehatan sendiri. Hal ini telah 

mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap 

profesi tenaga kesehatan secara umum. Salah satu contohnya 

adalah perlakuan terhadap individu yang hidup dengan HIV, 

dimana stigma dan diskriminasi masih sangat kuat bahkan di 

kalangan para tenaga kesehatan. Kejadian dimana informasi 

tentang status HIV pasien dibocorkan atau dibicarakan kepada 

pihak lain juga bukanlah hal yang jarang terjadi. Masalah ini 

menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah- langkah konkret 

untuk meningkatkan kesadaran dan menjaga kerahasiaan 

informasi pasien di semua tingkatan sistem kesehatan. 

Perlindungan terhadap data pribadi pasien harus menjadi prioritas 

utama dalam praktik medis dan harus diikuti dengan penegakan 

hukum yang tegas terhadap pelanggaran kerahasiaan ini. 

Menurut UNAIDS, pelanggaran hak asasi manusia semakin 

menghambat upaya respons terhadap HIV, tidak hanya dalam 

bidang kesehatan tetapi juga dalam semua sektor pembangunan. 

Tidak ada undang-undang yang mendukung dan kebijakan yang 

adil, serta kesulitan dalam mengakses keadilan, semuanya 

berkontribusi pada ketidaksetaraan yang menghalangi respons 

terhadap HIV. 



 

Dalam mencari aspek budaya hukum dalam hukum yang 

mengatur perilaku tenaga kesehatan, penting untuk 

mengaitkannya dengan nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan 

perlindungan hak-hak penderita HIV/AIDS. Nilai- nilai ini dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu toleransi, empati, dan prinsip 

non diskriminasi. Ini mencerminkan bagaimana etika dan 

moralitas diintegrasikan dalam praktik medis, memastikan bahwa 

setiap individu, termasuk mereka yang terkena HIV/AIDS, 

diperlakukan dengan hormat dan adil tanpa memandang status 

atau kondisi mereka. 

Hal tersebut mencermikan bahwa perlindungan hak kerahasiaan 

pasien sangat penting, terutama bagi individu yang hidup dengan 

HIV/AIDS (ODHA). Dampaknya sangat mendalam pada kehidupan 

mereka jika status penyakitnya diketahui oleh orang lain selain 

tenaga kesehatan yang menanganinya, seperti penolakan oleh 

keluarga karena dianggap sumber penularan penyakit, 

menghadapi diskriminasi di lingkungan sekolah, dijauhi oleh 

masyarakat sekitar, bahkan bisa kehilangan pekerjaan karena 

stigma yang tinggi dan diskriminasi yang masih ada di masyarakat 

Indonesia. Menjaga kerahasiaan informasi kesehatan ODHA bukan 

hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang memastikan 

bahwa mereka dapat hidup dengan martabat dan hak asasi yang 

dijamin. 

3) Akses Layanan Kesehatan Indonesia 
 
Setiap orang memiliki hak yang mutlak untuk mendapatkan akskes 

layanan kesehatan yang baik. Keterjangkauan akses kesehatan 

berhubungan erat dengan keputusan untuk menggunakan layanan 

tersebut, sementara kepuasan pasien mencerminkan respon positif 

terhadap pengalaman mereka dalam menggunakan layanan 

kesehatan menjadi indikator mutu pelayanan yang penting. Penyebab 

meningkatnya jumlah penularan HIV di Indonesia salah satunya 

adalah karena terbatasnya akses terhadap layanan pengobatan dan 



 

pencegahan HIV. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan 

kualitas kesehatan bagi orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS 

(ODHA), karena mereka tidak mendapatkan perawatan dan 

dukungan yang memadai untuk mengelola kondisi mereka. Hingga 

saat ini, kurangnya akses kesehatan di Indonesia tetap menjadi salah 

satu tantangan utama bagi seluruh masyarakat. 

Kesehatan merupakan hak asasi setiap individu, namun realitas yang 

terjadi adalah masih banyak orang yang kesulitan untuk 

mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Ketika seseorang 

tidak dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan, hal ini 

dapat mengakibatkan penundaan dalam diagnosis penyakit, 

pengobatan yang tidak tepat waktu, dan penanganan yang kurang 

efektif terhadap kondisi medis yang mereka alami. Akibatnya, tingkat 

kesehatan masyarakat secara keseluruhan bisa menurun, serta 

dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit yang tidak dapat 

dicegah dan memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. 

Meskipun pemerintah telah berusaha keras untuk menyediakan 

akses kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, namun 

tantangan ini masih sangat besar. 

Di Indonesia sampai saat ini pemerintah masih terus berupaya 

untuk menyebarluaskan pelayanan kesehatan sampai ke daerah-

daerah terpencil, terluar, dan terdalam (3T). Namun, tantangan 

utama yang dihadapi adalah sulitnya akses dan tingginya biaya yang 

harus dikeluarkan untuk mencapai lokasi-lokasi tersebut. Tujuan 

utama adalah memastikan bahwa semua penduduk, tak terkecuali 

yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil, dapat dengan mudah 

mengakses layanan kesehatan yang diperlukan, tanpa harus 

terbebani dengan biaya yang tidak terjangkau. Pada tahun 2022 

diperkirakan sekitar 26.000 orang meninggal karena AIDS di 

Indonesia. Menurut data yang dilaporkan oleh Kementerian 

Kesehatan pada tahun 2022, Papua bagian timur Indonesia, tingkat 

prevalensi HIV hampir mencapai 7 kali lipat dari rata-rata nasional,. 

Lebih lanjut, informasi dari Kementerian Kesehatan juga 



 

menunjukkan bahwa sekitar 48% dari individu yang hidup dengan 

HIV di Papua, bagian Indonesia, tidak menyadari bahwa mereka telah 

terinfeksi virus tersebut. 

Krittayawan Tina Boonto, Direktur UNAIDS Indonesia, menyatakan 

"Anak muda masih menghadapi banyak tantangan yang 

menghalangi mereka untuk mengakses layanan kesehatan yang 

mereka butuhkan untuk dapat menyelamatkan nyawa mereka". Di 

Indonesia, terdapat banyak desa terpencil yang menghadapi 

tantangan dalam mendapatkan akses layanan  kesehatan yang 

berkualitas. Kesulitan dalam mencapai fasilitas kesehatan yang 

memadai sering kali menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan 

dan perkembangan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil ini. 

Berikut merupakan kabupaten/kota yang sampai maret tahun 2023 

belum pernah sama sekali melaporkan kasus HIV/AIDS menurut 

laporan SIHA Kementrian Kesehatan Indonesia: 

1 NTT - Sumba Tengah 
 

2 Sulut - Kepulauan Sagihe 
 

3 Sulut - Kepulauan Siau Tagulandang BiaroSulawesi Utara - 
Konawe Utara 

 
4 Maluku Utara - Pulau Taliabu 

 
5 Papua barat - Maybrat 

 
6 Papua - Nduga 

 
Daerah-daerah tersebut diatas merupakan daerah terpencil 

Indonesia yang belum pernah melaporkan kasus HIV/AIDS bukan 

karena wilayah tersebuts bebas dari virus HIV, tetapi karena akses 

terhadap layanan kesehatan yang terbatas yang disebabkan oleh 

kondisi geografis yang sulit dijangkau serta rasa ketakutan 

masyarakat untuk memeriksa kondisi kesehatan mereka kepada 

petugas layanan kesehatan. Masyarakat yang tinggal di daerah 

terpencil menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bantuan medis 

darurat tepat waktu, yang dapat berujung pada risiko kematian. 



 

Fasilitas pelayanan dasar di Puskesmas pada daerah tersebut 

terkendala oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas dan 

peralatan yang kurang memadai, sehingga tidak dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat secara optimal. 

Menurut dr. Afriana - Subdit AIDS P2PL Kementerian Kesehatan RI, 

tidak ada daerah yang bebas HIV/AIDS, artinya hal ini menunjukkan 

bahwa penyebaran HIV/AIDS telah meluas dan merata di seluruh 

wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Dengan kata lain, masalah 

HIV/AIDS menyangkut semua orang di berbagai wilayah Indonesia 

termasuk pada wilayah 3T (terpencil, terluar, dan terdalam). 

Mencapai pemerataan pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia 

merupakan salah satu prioritas utama setiap negara. Namun, 

pelaksanaan pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil 

seringkali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut 

antara lain adalah aksesibilitas yang terbatas, kurangnya 

infrastruktur kesehatan yang memadai, kekurangan tenaga 

kesehatan, serta masalah dalam pembiayaan. Kondisi ini 

menyebabkan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil sering 

kali tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. 

Oleh karena  itu,  upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas 

layanan kesehatan di daerah terpencil sangat penting untuk 

dilakukan, agar setiap warga negara dapat memperoleh pelayanan 

kesehatan yang layak dan merata di seluruh wilayah Indonesia. 

Kendala geografis dan infrastruktur menjadi hambatan utama bagi 

penduduk desa dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai. 

Jarak yang jauh ke puskesmas atau rumah sakit terdekat membuat 

mereka kesulitan mendapatkan perawatan medis tepat waktu. 

Kondisi jalan yang rusak dan sulit dilewati membuat perjalanan 

menjadi sangat sulit, terutama saat musim hujan. Situasi ini semakin 

diperburuk oleh kekurangan transportasi umum yang memadai. 

Sebagian besar penduduk desa terpaksa berjalan kaki atau 

menggunakan kendaraan pribadi yang sering kali tidak layak. Hal 



 

ini mengakibatkan waktu perjalanan lebih lama, melelahkan, dan 

berpotensi berbahaya. Di samping itu, infrastruktur kesehatan di 

desa-desa masih sangat terbatas. Fasilitas seperti puskesmas atau 

posyandu sering mengalami kekurangan tenaga medis, obat-obatan, 

dan peralatan dasar. Kondisi ini menurunkan standar pelayanan dan 

menyulitkan warga dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang 

menyeluruh. Masalah serius lainnya adalah kekurangan tenaga 

medis di daerah terpencil. Jarang terdapat dokter atau perawat yang 

bersedia ditempatkan di desa, sehingga warga harus mencari 

pengobatan di tempat lain dengan berjalan jauh atau mengeluarkan 

biaya besar. 

Upaya pencegahan dan pengobatan HIV dapat terhambat apabila 

cakupan layanan kesehatan umum terbatas atau ketika individu-

individu tidak dapat mengakses layanan kesehatan seksual dan 

reproduksi dengan mudah. Keterbatasan akses bagi orang-orang 

yang hidup dengan HIV terhadap perawatan yang menyeluruh dapat 

berdampak serius terhadap kesehatan serta mutu hidup mereka. 

Ketersediaan layanan yang memadai tidak hanya penting untuk 

menangani HIV secara efektif tetapi juga untuk memastikan bahwa 

individu tersebut dapat hidup dengan lebih baik dan produktif. 

Dengan demikian, perlunya memperluas jangkauan dan aksesibilitas 

terhadap layanan kesehatan di Indonesia yang komprehensif menjadi 

sangat krusial dalam mendukung kesejahteraan mereka yang 

terkena dampak HIV. 

KESIMPULAN 

 
Masalah penyebaran virus HIV merupakan tantangan global yang 

perlu adanya tanggapan kolaboratif dari berbagai pihak rermasuk 

organisasi internasional. UNAIDS sebagai organisasi internasional 

yang merupakan tulang punggung bagi upaya global dalam 

menangani HIV/AIDS di seluruh dunia termasuk Indonesia. 

Kenaikan angka penularan virus HIV di Indonesia terus-menerus 

meningkat setiap tahunnya dan menjadikan Indonesia sebagai salah 



 

satu negara dengan angka penularan HIV tertinggi di kawasan Asia 

Tenggara. Dalam kenaikan kasus penularan HIV di Indonesia peneliti 

mencoba menyimpulkan bahwa adanya hambatan UNAIDS dalam 

menangani HIV/AIDS di Indonesia. Upaya UNAIDS di Indonesia 

dalam pencegahan penularan HIV, penyediaan perawatan, 

pengobatan dan dukungan bagi individu yang hidup dengan virus 

HIV, serta mengurangi stigma dan diskrimasi masyarakat terhadap 

HIV tentunya terdapat hambatan dalam menjalankan upaya-

upayanya tersebut. Hambatan UNAIDS dalam menangani HIV/AIDS 

di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan 

hambatan eksternal. Hambatan internal UNAIDS yaitu adanya 

ketimpangan dalam pendanaan program pencegahan HIV/AIDS yang 

membuat terbatasnya dalam menjalankan upaya penanganan 

HIV/AIDS, dan beberapa hambatan eksternal yaitu terdapat 

kesenjangan hukum terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS 

seperti ketidakpastian dalam peraturan hukum mengenai pernikahan 

dengan penderita HIV/AIDS, tidak adanya perlindungan hak 

kerahasiaan pasien yang diikuti dengan ketegasan hukum, dan 

hambatan eksternal lainnya yaitu adanya keterbatasan akses 

terhadap layanan kesehatan Indonesia pada wilayah 3T (terpencil, 

terluar, dan terdalam) yang mengakibatkan tingkat kesehatan 

masyarakat secara keseluruhan bisa menurun. 
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